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ABSTRAK 
 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, disusun oleh pemerintah sehingga harus 

dipertanggungjawabkan dengan jelas bersadarkan dengan aturan pemerintah yang 

berlaku. Penggunaan anggaran salah satunya digunakan untuk perjalanan dinas. Tujuan 

penulisan ini untuk mengetahui prosedur perjalanan dinas hingga pertanggungjawaban 

biaya perjalanan dinas beserta ketentuan umum yang harus diketahui. Sehingga, 

diharapkan dapat bermanfaat untuk pengetahuan umum dalam hal pencairan dana 

perjalanan dinas luar negeri. Data penulisan ini bersumber dari wawancara secara 

langsung antara kepala bagian keuangan dengan penulis, jurnal dan artikel terkait 

perjalanan dinas, serta dokumentasi untuk dokumen pendukung. Selanjutnya, data  

diolah dan diproses  dengan metode analisis deskriptif kualitatif dengan gambaran 

secara keseluruhan.  Perjalanan Dinas merupakan suatu perjalanan keluar atau masuk 

wilayah Republik Indonesia yang dilaksanakan oleh suatu kementerian atau lembaga 

untuk kepentingan suatu lembaga atau kementerian. Pencairan dana perjalanan dinas 

harus mengikuti prosedur yang berlaku mulai dari menyiapkan kelengkapan dokumen 

hingga melaporkan pertanggungjawaban perjalanan dinas. Berdasarkan pembahasan 

secara keseluruhan, pertanggungajwaban atas kegiatan perjalanan dinas luar negeri 

telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

Kata kunci: Perjalanan Dinas, Prosedur, Kementerian, Pertanggungjawaban, 

Dokumen.  
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ABSTRACT 
 

The State Revenue and Expenditure Budget is prepared by the government so that it 

must be clearly accounted for in accordance with applicable government regulations. 

One of the uses of the budget is for official travel. The purpose of this writing is to find 

out the procedures for official travel and accountability for official travel costs along 

with general provisions that must be known. So, it is hoped that it will be useful for 

general knowledge in terms of disbursing funds for overseas official travel. The data 

for this writing comes from direct interviews between the head of finance and the 

author, journals and articles related to official travel, as well as documentation for 

supporting documents. Next, the data is processed and processed using qualitative 

descriptive analysis methods with an overall picture.  An official trip is a trip out of or 

into the territory of the Republic of Indonesia carried out by a ministry or institution 

for the benefit of an institution or ministry. Disbursement of official travel funds must 

follow applicable procedures starting from preparing complete documents to reporting 

official travel responsibilities. Based on the overall discussion, responsibility for 

overseas official travel activities has been carried out in accordance with applicable 

regulations. 

Keywords: Official Travel, Procedures, Ministry, Accountability, Documents. 

 

 

 

 

 

 


